
 

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL PELECEHAN VERBAL 

DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN 

SAFE SPACE ACT FILIPINA 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Kompherensif Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya 

 

OLEH 

 

RIRIS MARISTELLA GULTOM 

02011282126282 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

INDRALAYA 

2025 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi dan informasi yang ada, telah menciptakan 

pola gaya hidup baru pada masyarakat, yaitu gaya hidup digital. Di era 

digital yang semakin berkembang dengan pesat, penggunaan media sosial 

telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tak terlepas dari 

Masyarakat. Penggunaan media sosial membawa dampak positif dalam 

kemudahan untuk berkomunikasi dan akses informasi.1 Walaupun bersifat 

virtual, namun kegiatan yang dilakukan di dalam media ini berdampak nyata 

meskipun sifat alat buktinya hanya elektronik. Tak jarang pula banyak 

masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk berbagi 

cerita dengan khalayak banyak 2. 

Hal ini juga membawa perubahan serta tantangan baru bagi aparat 

penegak hukum. Salah satunya adalah semakin meningkatnya kekerasan 

gender pada ruang digital yang dikenal dengan Kekerasan Gender Berbasis 

Online (KGBO). Terminologi KBG itu sendiri, merujuk pada definisi 

 

 

 

 

1 Nur Eka Elistya, dan Antari Ayuning Arsi, “Kekerasan Online Berbasis Gender Terhadap 

Remaja Perempuan Pengguna Media Sosial TikTok” Jurnal Solidarity : Sosial Tiktok 13, No. 1 

(2024), hlm. 164. 
2 Annisa Nur Kamisya dan Rizki Setiawan, "Konstruksi Identitas Gender Pada Remaja 

Pengguna Media Sosial Twitter", Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi 7, No. 1 (2024), hlm. 

162. 



 

kekerasan berbasis gender yang dicetuskan oleh Komisioner Tinggi 

Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yang 

mendefinisikan bahwa KBG sebagai kekerasan secara langsung pada 

seseorang ataupun individu didasarkan seks atau gender.3 

Isu kekerasan gender masih menjadi permasalahan yang harus 

dihadapi setiap waktu ke waktu. Kekerasan gender adalah kekerasan yang 

ditujukan kepada seseorang dikarenakan jenis kelaminnya secara biologis. 

Gender juga bukan hanya merujuk pada jenis kelamin, melainkan juga 

kondisi psikologis, sosial, budaya dan ciri-ciri khusus lainnya.4 Gender 

sendiri merupakan konsep hubungan sosial, yang memisahkan fungsi dan 

peran sebagai laki-laki dan Perempuan. Perbedaan ini bukan hanya terkait 

perbedaan biologis dan kodrat, melainkan juga dibedakan dari kedudukan. 

Tabel 1.1 

Tabel jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan 

di Indonesia 
 

Jumlah Kasus Korban Laki-Laki Korban Perempuan 

17. 840 3.859 15. 472 

Sumber : Kemenppa go.id 

 

Berdasarkan hasil laporan dari Kementerian perlindungan 

Perempuan dan anak Indonesia per tahun 2024, menunjukkan bahwa 

 

3 Kusuma Ellen dan Sekar Arum Nenden, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis 

Gender Online : Sebuah Panduan” Jurnal Southeast Asia Freedom of Expression Network (2019), 

hlm. 3. 
4 Syahrul, “Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita 

Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills,” DIALEKTIKA 6, No. 1 (2019), hlm. 38. 



 

Perempuan lah yang sering mengalami kekerasan baik itu secara fisik, 

psikis, seksual, eksploitasi dan sebagainya. Kekerasan gender berbasis 

online, atau sering disebut dengan cyber gender- based violence, menjadi 

ancaman yang serius, karena hal ini menyangkut pada kenyamanan dan juga 

keamanan individu di dunia nyata.5 Adapun bentuk-bentuk kekerasan 

gender yang sering dialami wanita pada ruang digital, memiliki beragam 

variasi, seperti kekerasan secara verbal (cyber verbal harrasment), stalking 

digital, revenge porn hingga sampai pada ancaman untuk melukai secara 

fisik yang semuanya disampaikan melalui platform media sosial (dunia 

daring).6 

Kekerasan yang terjadi merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan 

gender dan kekuasaan yang saling mempengaruhi. Faktor kultur dan budaya 

patriarki yang masih dijunjung tinggi pada wilayah negara Asia Tenggara, 

juga masih menunjukkan bahwasanya laki-laki lah yang dianggap kuat, 

mendominasi dan memiliki posisi sentral dalam segala hal.7 Walaupun telah 

memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

perlindungan terhadap setiap warga negaranya, namun tetap saja masih 

sering terjadi fenomena kekerasan berbasis online pada platform media 

sosial. Platform media sosial, yang seharusnya digunakan sebagai wadah 

 

5Mamunur Rashid Sheikh and Michaela M. Rogers, “Technology-Facilitated Sexual 

Violence and Abuse in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review,” Trauma, Violence, 

and Abuse Sage Journal 25, No. 2 (2024), hlm 1629. 
6 Ellen dan Nenden, Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: 

Sebuah Panduan, hlm. 4. 
7 Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif 

Feminisme,” Jurnal Hubungan Internasional 6, No. 1 (2017), hlm. 3. 



 

untuk mengekspresikan diri berubah menjadi tempat untuk berbuat 

kejahatan atau yang sering disebut dengan kejahatan siber. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Stop Street 

Harassment, 81 % persen wanita dan 43% persen pria pernah mengalami 

bentuk pelecehan seksual baik itu pelecehan secara fisik, verbal dan secara 

online. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut bermacam-bermacam seperti 

verbal harassment, cyber verbal sexual harassment, sexual assault dan 

sebagainya. Sementara hasil dari laporan Plant International pada tahun 

2020, telah mengumpulkan sebanyak 14.000 responden Perempuan, yang 

hampir 50% mengaku pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual 

dari media sosial.8 

Bukan hanya itu, Berdasarkan Hasil Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan, adapun target yang sering mendapatkan kekerasan gender 

berbasis online adalah Wanita. Adapun pada tahun 2023, total pengaduan 

kekerasan berbasis gender terhadap Wanita sebesar 38,21% dari 397.782 

total pengaduan yang masuk kedalam catatan tahunan per tahun 2023.9 

Konsep Cyber Verbal Harassment itu sendiri adalah pelecehan yang 

dilakukan secara daring dengan melalui teknologi digital. Adapun bentuk- 

bentuk pelecehan verbal  secara online,  dapat berupa  cyberbullying, 

 

8 Sharon Goulds, Miriam Gauer, dan Aisling Corr, Free to Be Online?: Girls’ and Young 

Women’s Experience of Online Harassment (Plan International, 2020). https://plan- 

international.org/publications/free-to-be-online/ diakses pada 26 September 2024. 
9 Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 

Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan 

Pemulihan,” KOMNAS HAM, Vol. 87, (2023), hlm.2. 

https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/
https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/


 

komentar-komentar seksual yang merendahkan, mempermalukan dan 

merendahkan martabat seorang wanita. Dalam hal ini, tubuh wanita 

dianggap sebagai objek bahkan sampai hanya menjadi pemuas nafsu 

semata. Dalam perspektif gender, posisi perempuan adalah objek kepuasan 

bagi para kaum laki-laki.10 Efek jangka Panjang yang dirasakan korban, 

dapat berupa trauma, stress berkepanjangan hingga terganggunya kesehatan 

mental (psikis) korban. 

Fenomena pelecehan verbal di platform media sosial, perlu 

mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016, 

belum cukup mampu untuk menangani kasus pelecehan verbal di media 

sosial. Hal ini tampak pada pengimplemtasian pasal, yang masih sering 

terjadi interpretasi multitafsir, tergantung pada sudut pandang dan 

kepentingan masing-masing.11 Adapun salah satu kasus yang menarik untuk 

dibahas ialah kasus Baiq Nurul Maknun yang merupakan seorang guru dari 

sekolah di Mataram, yang dilecehkan oleh atasannya melalui panggilan 

telepon. Namun, perekaman percakapan yang dilakukannya, justru 

mengubah dia menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. 

 

 

 

10 Imam Mukti dan Muhammad Asriadi, “Representasi Perempuan Pada Tayangan Video 

Dalam Media Sosial Tiktok,” CORE: Journal of Communication Research 1 (2023), hlm. 18 
11 BBC News Indonesia, “Kasus Baiq Nuril: Perempuan Yang Dipidanakan Karena 

Merekam Percakapan Mesum Akan ‘tagih Amnesti’ Ke Jokowi,” 2019, 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086, diakses pada 25 September 2024 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086


 

Kasus tersebut merupakan celah, yang membuktikan adanya 

kelemahan hukum dari Undang-Undang ITE. Dan dalam perjalanannya, 

Undang-Undang ITE sebagai pengaturan dan kebijakan hukum negara 

dalam merespon perkembangan teknologi, justru menuai kontroversi dan 

permasalahan tersendiri.12 Undang-Undang ITE hanya berfokus pada 

bagaimana menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sering kali menjerat 

korban. Kasus ini, merupakan salah satu kasus yang menunjukan tantangan 

hukum dalam penanganan pelecehan verbal dan pencemaran nama baik di 

ruang digital.13 

Memang benar bahwasanya UU ITE memiliki kerangka hukum 

untuk melindungi individu dari berbagai bentuk pelecehan atau penghinaan 

melalui media elektronik, termasuk media sosial. Namun, disisi lain UU ITE 

dianggap bersifat represif yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pasal- 

pasalnya terutama yang terkait dengan pencemaran nama baik, yang 

kemudian dapat disalahgunakan untuk menindak individu yang hendak 

melaporkan tindakan pelecehan.14 Keadaan ini menjadikan banyak korban 

kekerasan gender berbasis online terkhusus pelecehan verbal di media sosial 

enggan untuk melaporkan keadaan yang sedang dialaminya. 

 

 

 

12 YLBHI, “Siaran Pers Koalisi Revisi UU ITE: Urgensi Revisi UU ITE!,” Maret, 2023, 

https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/siaran-pers-koalisi-revisi-uu-ite-urgensi-revisi-uu 

ite/.diakses pada 26 September 2024 
13 Ayon Diniyanto dan Iqbal Kamaluddin, “Menyelamatkan Korban Dari Jerat UU ITE: 

Studi Kasus Baiq Nuril Maknun Dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi 

Pelapor Tindak Asusila,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10, No. 1 (2021), hlm.5. 
14 Fidelis P Simamora, et al, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran 

Nama Baik Melalui Media Sosial,” Jurnal Retentum 2, No. 1 (2020), hlm.35. 



 

Kriminalisasi terhadap korban masih sering dijumpai dalam proses 

penyelesaian kasus-kasus kekerasan gender berbasis online, disaat korban 

ingin mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, justru korban tersebut 

disatu sisi juga dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Hal ini 

menjadikan banyak korban kasus-kasus kekerasan gender lebih memilih 

untuk diam dan memulihkan diri sendiri ketimbang melaporkannya kepada 

pihak yang berwajib, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai 

keadilan dalam penerapannya. 

Lain halnya dengan Indonesia, Filipina telah memiliki pengaturan 

mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online, yang tertuang dalam Safe 

Space Act. Yang memiliki pengaturan tentang bagaimana penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku kekerasan gender berbasis digital, tergantung 

pada Tingkat keparahan pelanggaran.15 

Undang-undang safe space act atau yang dikenal sebagai Bawal 

Bastos Law muncul didasari oleh banyaknya faktor salah satunya adalah 

kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi tiap individu di ruang digital 

terkhusus pada wanita.16 Dalam Bawal Bastol Law, pada Pasal 4, 

mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan gender baik pada ruang digital 

 

 

 

15 Philippine Legal Research, “R.A. No. 11313 or The Safe Spaces Act: Addressing 

Gender-Based Sexual Harassment Online,” 2021, https://legalresearchph.com/2021/10/02/r-a-no- 

11313-or-the-safe-spaces-act-addressing-gender-based-sexual-harassment-online/.diakses pada 27 

September 2024 
16 Kassandra Barnes, “Recognising the Role of Media in the Promotion of Safe Spaces for 

All, the ‘Bawal Bastos,” plan international, 2024, https://plan-international.org/philippines/bawal- 

bastos-pilipino-ay-magalang/, dikases pada 22 September 2024 

https://plan-international.org/philippines/bawal-bastos-pilipino-ay-magalang/
https://plan-international.org/philippines/bawal-bastos-pilipino-ay-magalang/


 

atau secara konvensional seperti catcalling, common carriers, cyberstalking 

 

dan sebagainya. 

 

Pemerintah Filipina juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku 

pelecehan di ruang digital, pelaku dapat dihukum penjara selama 6 (enam) 

bulan hingga 6 (enam) tahun tergantung pada jenis Tingkat keparahan 

pelecehan yang dilakukannya. Denda untuk pelaku bisa mencapai 100.000 

peso hingga 500.000 peso (sekitar USD 2.000 hingga USD 10.000) sesuai 

dengan kasusnya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Safe Spaces Act. 

Safe Space Act mengatur perlindungan yang lebih spesifik terhadap 

segala bentuk pelecehan, baik itu pelecehan verbal di dunia nyata dan media 

sosial (cyber space). Safe spaces act mengatur perlindungan yang ruang 

aman dan inklusif bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Bukan hanya itu, 

Undang-Undang ini juga menekankan pada aspek pencegahan dan 

perlindungan jika dibandingkan dengan Undang-Undang ITE yang lebih 

mengedepankan penghukuman (represif). 



 

Tabel 1.2 

Jumlah Laporan Kasus Kekerasan di Filipina 
 

REPORTED 

VIOLENCE 

AGAINST 

WOMEN 

CASES 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTA 

L 

Anti- 

Violences 

Against 

Women and 

their Children 

Act of 2004 

(RA 9262) 

23.793 22.188 16.453 16.669 12.421 9.561 7.763 8.055 116.903 

Anti Rape 

Law (RA 

8353 as 

amended by 

RA 11648) 

22.188 2.175 2.576 2.744 2.372 2.362 2.326 2.791 20.083 

Safe Spaces 

Act (RA 

11648) 

0 1 1 22 69 181 284 473 1.031 

Anti SexuaL 

Harassment 

Act of 1995 

(RA 7877) 

61 98 75 100 65 81 81 59 620 

Expanded 

Anti- 

Trafficking 

Act of 2022 

(RA 9208 as 

amended by 

RA 11862) 

241 240 280 292 247 288 236 207 2.031 

GRAND 

TOTAL 

26.962 25.242 19.385 19.827 15.174 12.473 10.690 11.585 140.668 

Sumber : pcw.go.ph 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah 

disahkannya peraturan perundang-undangan ruang aman (safe spaces act) 

di tahun 2019 telah membawa dampak perubahan yang sangat signifikan 

dalam hal pelaporan. Hal ini tampak pada laporan dari Philippine 



 

Commision on Women, yang melaporkan telah terjadi peningkatan sebesar 

30% dalam pelaporan kasus pelecehan online pada tahun 2020 hingga 2023. 

Ini juga menunjukkan bahwa safe space act telah membawa perubahan 

yaitu semakin meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk 

melaporkan kasus yang dialaminya.17 

Dalam hal ini, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara 

mendalam perbandingan antara UU ITE di Indonesia dan Safe Space Act di 

Filipina dalam hal penanganan pelecehan verbal di media sosial dalam 

bentuk skripsi PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL 

PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM 

POSITIF INDONESIA DAN SAFE SPACE ACT FILIPINA. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Didasari latar belakang di atas, dengan demikian didapati rumusan yaitu : 

 

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media 

sosial menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan 

Safe Space Act Indonesia dan Filipina? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pelecehan verbal di media 

sosial di Indonesia dan Filipina? 

 

 

 

 

 

17 Philippine Commission on Women, “2024 18-Day Campaign to End Violence Against 

Women,” September, 2024, https://pcw.gov.ph/press-releases-and-statements/., diakses pada 27 

September 2024 



 

C. Tujuan Penelitian 

 

Menyesuaikan umusan di atas, dengan demikian capaian yang hendak 

dituju, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai pengaturan 

hukum pidana perihal pelecehan verbal di media sosial menurut Hukum 

Positif Indonesia dan Safe Space Act di Filipina. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara 

pelecehan verbal di media sosial di Indonesia dan Filipina. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dari penelitian hukum yang dibuat, adapun manfaat hukum yang 

diharapkan peneliti antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

menambah pengetahuan kepada para pembaca secara umum dan 

khususnya terkait dengan perbandingan hukum pidana perihal 

kekerasan gender berbasis online terkhusus mengenai pelecehan 

verbal di media sosial di Indonesia dan Filipina. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Peneliti Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum 

pidana mengenai perbandingan hukum pidana perihal 

pengaturan pelecehan verbal di media sosial di Indonesia 



 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dalam menambah wawasan pengetahuan dan informasi bagi 

para peneliti yang terkait serta memberikan masukan kepada 

aparat penegak hukum dan pemerintah mengenai pengaturan 

dan mekanisme penyelesaian perihal pelecehan verbal di media 

sosial di Indonesia. 

 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki ruang lingkup 

pembahasan yang sangat luas. Oleh karena itu, penulis menitikberatkan 

kajian terhadap hukum pidana terkhususnya yang berkaitan dengan 

platform media sosial dan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan 

Filipina serta mekanisme penyelesaian pelecehan verbal di media sosial 

dengan membandingkan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dengan Safe Space Act. 

 

 

F. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan sebagai dasar 

untuk mengkaji dasar permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori 

bertujuan untuk memberikan Gambaran Batasan-batasan mengenai teori- 

teori yang dipakai sebagai landasan dari suatu penelitian, mengenai 



 

variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.18 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Teori Keadilan Hukum 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “adil” yang berarti 

dengan tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum bukan 

hanya keadilan namun diiringi oleh kepastian hukum serta 

kemanfaatannya. Menurut John Rawls keadilan ialah suatu kontrak yang 

harus dibuat bersama-sama (kesepakatan) diantara para pihak sehingga 

teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus 

mendistribusikan kewajiban bagi tiap orang.19 Keadilan diartikan 

sebagai Kebajikan utama dalam proses terbentuknya institusi-institusi 

sosial (social institution). Secara sederhana, rawls mengembangkan 

gagasan mengenai keadilan ini menggunakan konsep ciptaannya yaitu 

posisi asli (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of 

ignorance). Dalam prinsip yang pertama yakni orginal position terdapat 

pinsip keadilan yang utama yaitu prinsip persamaan yakni setiap orang 

berhak atas kebebasan yang sama bersifat universal, hakiki serta 

kompatibel dan ketidaksamaan dalam hal ekonomi serta kebutuhan 

sosial dalam tiap individu. Sedangkan, prinsip veil of ignorance atau 

 

18 Mardalis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2004), hlm 41. 
19 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum 

Indonesia. hlm.305 



 

selubung ketidaktahuan ialah setiap orang dihadapkan pada tertutupnya 

seluruh fakta terhadap posisi dan doktrin serta pengetahuan keadilan 

yang tengah berkembang. Prinsip untuk memperoleh kesamaan ini 

disebut sebagai justice as fairness.20 Dengan demikian rawls 

menegaskan pandangannya terhadap keadilan yang berdimensi 

kerakyatan haruslah memperhatikan kedua prinsip yakni, pertama 

memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang 

sama bagi setiap orang dengan melakukan koreksi ataupun perbaikan 

terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dan rentan 

dengan membentuk institusi-institusi sosial yang memberdayakan. 

Kedua, setiap aturan yang ada haruslah mampu memposisikan diri 

sebagai pemandu dan mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum 

lemah atau rentan. Untuk mendapatkan keadilan diperlukan 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Bersama. 

Singkatnya teori keadilan harus mampu mengakomodasi sebuah kerja 

sama sosial untuk yang berusaha untuk saling menyumbang dan 

memajukan, dengan begitu maka akan terbentuk suatu masyarakat yang 

tertib dan teratur.21 Keadilan haruslah memberikan kebahagiaan kepada 

orang lain, karena selama keadilan ditujukan kepada orang lain, maka 

merupakan  Kebajikan.22  Adapun  dalam  penelitian  ini,  teori  ini 

 

20 John Rawls, “A Theory of Justice, London: Oxford University Press,” Yang Sudah 

Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm.80. 
21 Ibid, hlm.306. 
22 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum 

Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021). hlm. 296. 



 

digunakan untuk melihat apakah regulasi yang ada sudah adil dan 

mampu menciptakan perlindungan hukum yang merata bagi pengguna 

media sosial terutama kaum yang rentan terhadap pelecehan verbal. 

Karena untuk mendapatkan keadilan diperlukan keseimbangan antara 

kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. 

2. Teori Hukum Progresif 

 

Gagasan mengenai hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh 

Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif (Hukum yang membebaskan) 

timbul dikarenakan keadaan ideal yang mensejahterakan dan 

membahagiakan rakyat. Upaya Hukum progresif, yang ingin dicari ialah 

untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam 

artian pengubahan lebih cepat, pembalikan mendasar, pembebasan dan 

lainnya.23 Agar hal tersebut dapat tercapai, pertama-tama haruslah 

terlebih dahulu menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan lah 

yang harus ditempatkan sebagai wacana utama dalam pembahasan serta 

penegakan hukum, agar tercipta lah pola “hukum untuk manusia dan 

bukan sebaliknya.” Konsep teori hukum progresif ini muncul sebagai 

respons terhadap berbagai permasalahan dalam praktik hukum yang 

dianggap kaku dan tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang 

terjadi dalam masyarakat secara dinamis. Selanjutnya Satjipto Rahardjo 

menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 

 

 

23 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” Undang: Jurnal Hukum 

Vol.1, No. 1 (2018), hlm. 161. 



 

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang 

sifatnya abstrak menjadi kenyataan termasuk ide tentang keadilan, 

kebenaran dan kepastian hukum.24 Penegakan hukum progresif tidak 

hanya sekedar diatas hitam dan putih yang tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan. Dengan kata lain, penegakan hukum progresif 

adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, 

empati, komitmen terhadap penderitaan bangsa namun diselingi dengan 

keberanian untuk mencari jalan lain dari yang biasa dilakukan. Teori ini 

juga digunakan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan di 

Indonesia telah mengikuti perkembangan zaman dengan menyesuaikan 

regulasi dengan kebutuhan masyarakat 

 

 

G. Metode Penelitian 

 

Metode ini didasarkan atas kata method dan logis yang keseluruhannya 

memiliki arti melakukan sesuatu secara teratur (sistematis). Adapun terkait 

pelaksanaan penelitian ini yakni : 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.25 

Data primer yang difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis dan data 

 

24 Noor Rahmad dan Wildan Hafis, “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran 

Hukum Di Indonesia,” El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, No. 2 (2021), hlm. 7. 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University, 2020). hlm. 72. 



 

sekunder melalui studi pustaka, buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal 

ilmiah yang berkaitan dengan perbandingan hukum pidana perihal 

pelecehan verbal di media di Indonesia dan Filipina. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam proses penulisan ini 

diharapkan dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang sesuai dengan 

hal yang diteliti.26 Oleh karena itu pendekatan yang digunakan oleh 

penulis antara lain : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan dengan menganalisis dan mempelajari 

peraturan perundang-undang serta regulasi yang berhubungan 

dengan permasalahan atau problematika hukum yang akan 

diteliti.27 

b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

 

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan 

undang undang suatu negara dengan undang-undang negara lain 

mengenai hal yang sama. Pendekatan perbandingan hukum yang 

digunakan untuk menggali sistem hukum di antara negara yang 

menjadi objek penelitian.28 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
 

 

26 Asmak, Dwi Seno dan Hotma, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm.79. 
27 Ibid, hlm.56. 
28 Ibid, hlm.57. 



 

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus- 

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dapat 

berupa kasus-kasus yang sudah tahap pengadilan ataupun kasus- 

kasus yang diselesaikan tanpa melalui pengadilan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Jenis data dalam penelitian pada penulisan normatif 

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan dikeluarkan oleh 

Lembaga yang berwenang antara lain bersumber dari : 

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi 

Peraturan tentang Hukum Pidana;29 

2. Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik perubahan kedua Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008; 

3. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik perubahan pertama 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;30 

 

 

 

 

 

29 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO.1660. 
30 Indonesia, Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik, UU No. 19 Tahun 

2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952. 



 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi;31 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 

 

5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem 

Elektronik Lingkup Privat;32 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana;33 

Filipina 

 

1. Undang-Undang No. 11313 Tahun 2019 tentang 

Ruang Aman Berbasis Gender (Safe Space Act) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang dapat 

membantu serta menunjang dan memberi penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut terdiri dari buku 

hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil 

penelitian maupun kamus hukum.34 

 

 

 

 

 

 

 

31 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, LN NO. 185 Tahun 2019, TLN 

NO. 6400 
32 Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Sistem 

Elektronik Lingkup Privat, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, 

BN NO. 1376 Tahun 2020 
33 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN NO. 1 

TAHUN 2023, TLN NO. 6842. 
34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm.63. 



 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan Hukum tersier, ialah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.35 Bahan hukum ini disebut juga bahan 

non hukum yang digunakan seperti antara lain data-data 

kekerasan gender berbasis online, kamus hukum, ensiklopedia 

dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Pada tahapan penelitian yang selanjutnya, penulis melakukan 

pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait dan relevan terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti dengan melakukan kategorisasi 

sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif.36 

Berupa penjabaran atau batasan teori yang digunakan. Pengumpulan 

data ini dilakukan dengan studi pustaka dengan menelusuri baik bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.37 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif dan komparatif analisis yang bersifat kualitatif, yaitu 

dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang 

telah dikumpulkan diidentifikasi, dikualifikasi dihubungkan antara satu 

 

 

35 Ibid, hlm.63. 
36 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.195. 
37 Ibid, hlm. 64. 



 

dengan yang lain sehingga dapat memudahkan peneliti dalam 

memaparkan tujuan yang hendak dicapai.38 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan Kesimpulan yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu 

menarik kesimpulan suatu permasalahan yang bersifat umum, yang 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.39 Pengambilan kesimpulan 

yang baik yaitu pengambilan Kesimpulan yang melingkupi 4 (empat) 

syarat ialah ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan 

menyakinkan.terhadap permasalahan konkret yang dipaparkan.40 
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2003), hlm. 15. 
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40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2013), hlm. 136. 
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